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Abstract

The issue of Sabdatama and Sabdaraja by Sri Sultan Hamengku Buwono X has created pros and cons both
from the internal parties and external of Kraton (Kingdom). This research is to study two issues: first, what is
the juridical implication with the issues of Sabdatama and Sabdaraja towards Regulation No. 13 of 2012 about
the Specialty of Special District of Yogyakarta (DIY)? Second, can Sabdatama and Sabdaraja be as a
reference in revising the Law of Specialty? The research method used is the normative-juridical method with
the historical approach and the regulation approach. The result of this research concluded: first, the
substances of Sabdatama and Sabdaraja are contradicting with the Specialty Regulation of Special District of
Yogyakarta and is not included in the hierarchy of law and regulation and not as a source of constitutional law.
Second, Sabdatama and Sabdaraja are not suitable if used as a base to change the Law of Specialty of
Special District of Yogyakarta.

Keyword: Sri Sultan Hamengku Buwono X, Law of Specialty of Special Disfrict
Yogyakarta (DIY), sabdatama, and sabdaraja

Abstrak

Dikeluarkannya Sabdatama dan Sabdaraja oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X menimbulkan pro dan
kontra baik dari kalangan internal maupun eksternal keraton. Penelitian ini mengkaji permasalahan:
pertama, apa implikasi yuridis dengan dikeluarkannya Sabdatama dan Sabdaraja terhadap UU No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY? Kedua, apakah Sabdatama dan Sabdaraja dapat dijadikan
sebagai acuan dalam merevisi UU Keistimewaan? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode
yuridis normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini
menyimpulkan, pertama, substansi dari Sabdatama dan Sabdaraja bertentangan dengan UUK DIY dan
tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan sumber hukum
tata negara. Kedua, Sabdatama dan Sabdaraja tidak tepat jika dijadikan dasar untuk merubah UUK DIY.

Kata Kunci: Sri Sultan Hamengku Buwono X, UUK DIY, sabdatama, dan sabdaraja
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Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI
Tahun 1945) telah banyak membawa perubahan bagi bangsa Indonesiaptédizerapa
hal. Salah satunya adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem peaneyatey
desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daddalam negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempategkulmsaan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan demghrottamnt.
Dianutnya sistem desentralisasi ini telah diakui dalam BaBdsal 18 UUD NRI Tahun
1945. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bdPeraerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus senalri urus
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adanyadgsantralisasi
maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah.

Pemberian hak, wewenang serta kewajiban kepada pemerintah dakan berarti
memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada daerah untuk lotand&al
mengurus rumah tangganya sendiri. Perlu dipahami bahwa sistemralésssi yang dianut
dalam negara Indonesia masih tetap berada dalam bingkai negataak. Oleh karena itu,
pemerintah daerah harus tetap melakukan koordinasi dengan pemeusaabegitu juga
sebaliknya.

Lebih lanjut bahwa dalam konsep desentralisasi mengenal adanyuralessesi
asimetris. Desentralisasi asimetris ini sebagai bentuk umaigakomodir daerah-daerah
khusus maupun daerah istimewa yang ada di Indonesia. Di dalam Basd#y/18B UUD
NRI 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormatin-Satiu@n
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimavea dyatur dengan
undang-undang.” Salah satu daerah yang mendapatkan status istidaaa Rrovinsi
Yogyakarta. Pemberian status tersebut dilatar belakangi keldadukan hukum yang
dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asafusul.

Berbicara mengenai keistimewaan Yogyakarta, maka sarajdtagtannya dengan
sejarah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (D1Y). Sej@ihtelah berjalan cukup panjang,
bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dimana awal mula sggayaltn dari kerajaan

'Ni’'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terbadap Daerah Istimewa, Daeraly Kbusus, dan
Otonomi Khusus, Nusa Media, Bandung, 2014, him. 4.

21bid.

3Soejamto, Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatnan Republik Indonesia, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo,
Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarik Ulnr Kepentingan, Konflik Elit, dan Isu Perpecaban, Pinus Book Publisher,
Yogyakarta, 2009, hlm. 55.
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Mataram yang terbagi dua berdasarkan Perjanjian Giyagttiel@m Indonesia merdeka,
Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendilisebut dengan
Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Kadipaten
Pakualaman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Sri SultanngmBuwono IX dan
Sri Pakualaman VIII menyatakan kepada Presiden Rl bahwa KasamalY ogyakarta dan
Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah sebagai Negara RBulg&nh Hamengku
Buwono IX dan Sri Pakualaman VIl sebagai Kepala Daerah danl\Kekala Daerah
bertanggung jawab langsung kepada Presidén RI.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahdib, i8aka
dibentuklah UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIlY}amaJUK
DIY dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan “keistimewakatédtakeistimewaan
kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asaheisutut
UUD NRI 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewerdalga
urusan keistimewaan yang dimaksud salah satunya adalah berkaigen data cara
pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gtbernur.

Akhir-akhir ini mencuat berita tentang dikeluarkannya Sabda@amaSabdaraja
oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang saat ini sedang menjabaas&azbernur
DIY.® Sabdatama dan Sabdaraja merupakan pernyataan raja atas seljaghnkgang
harus disampaikan kepada rakyat. Namun, memang ada perbedaakmys&abdatama
ditujukan untuk internal dan eksternal keraton, sedangkan Sabdaraja ditwjotek
internal keraton saja.

Pada intinya dalam Sabdatama yang disampaikan oleh Sultan metdating pihak
luar, termasuk pejabat pemerintahan untuk ikut mencampuri urusan penehtagrakai
berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Guberrain Bel Sultan juga
menginginkan bahwasannya Sabdatama menjadi dasar utama jika diper&ksi
Undang-Undang Keistimewa&rSedangkan inti dari Sabdaraja adalah berkaitan dengan
mengakhiri perjanjian Giyanti dan berkaitan dengan pergantian gelafBiavono”
menjadi “Bawono”, “Sedasa” menjadi “Sepuluh” dan menghilangkan kalimat

*http:/ /web.jogjaprov.go.id/pemetintahan/situs-tautan/view/ diakses pada 3 Juni 2015.

SLihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Shttp:/ /www.kemendagti.go.id/news/2015/03/06/ sultan-hb-x-keluarkan-sabdatama diakses pada 1 20
Desember 2015.

"Hasil wawancara peneliti dengan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat sebagai adik dari Sultan
Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Provinsi DIY pada 14 Januari 2016.

Shttp:/ /krjogja.com/tead/251505/inilah-sabdatama-sultan-pada-10-mei-2012.kr  diakses  pada 20
Desember 2015.
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“Khalifatullah.”® Dikeluarkannya Sabdatama dan Sabdaraja menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat luas khususnya DIY, karena yang diubah adalah halnsifibsigaalnya
menghilangkan kalimat “Khalifatullah” dari gelar kebangsawa8a Sultan sebagai raja
Mataram yang lekat dengan Islam.

Hal yang sangat menarik untuk dibahas adalah apakah bentuk “sabdp” yan
disampaikan oleh Sri Sultan (sebagaimana isi dari Sabdatamaatidar&a) ini dapat
dijadikan sebagai acuan dalam merevisi UU Keistimewaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai perilanta apa
implikasi yuridis dengan dikeluarkannya Sabdatama dan Sabdarajadaeriau
Keistimewaan DIY?Kedug apakah Sabdatama dan Sabdaraja dapat dijadikan sebagai

acuan dalam merevisi UU Keistimewaan?

Tujuan Pendlitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetamertama implikasi yuridis
dengan dikeluarkannya Sabdatama dan Sabdaraja terhadap UU KegstimialY.Kedug
apakah Sabdatama dan Sabdaraja dapat dijadikan sebagai acuan edaéaisi rdU
Keistimewaan DIY.

M etode Penedlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena pemaitikukan
penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangarbgmdpungan
dengan objek penelitian guna mencari jawaban atas masalah yang digelita Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukumrgandae bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian bahka pus
(library research yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, media massa, dan
internet serta referensi lain yang relevan dan wawancara.

%http:/ /news.liputanG.com/read/2228868/ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-raja?p=1  diakses pada 20
Desember 2015.
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Hasil Pendlitian dan Pembahasan

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di DI'Y menurut UUK DIY

Salah satu unsur keistimewaan yang dimiliki oleh DIY adalah harkaengan
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah melewsagiglae dinamika pro
dan kontra yang terjadi, maka masyarakat Yogyakarta kini dapasakan buah hasil kerja
keras dari pemerintah Yogyakarta yang pada akhirnya disetujui olehipeing@usat. Hal
tersebut yakni berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK)DDengan disahkannya
UUK DIY tersebut, tentu berbagai hal telah diperjelas dalam WWKterkait hal-hal apa
saja yang dapat dikategorikan sebagai daerah istimewa terrdagsidtamnya adalah
berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY mesjsdu
kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang berbeda dengamdaerah lainnya
yang menyandang status otonomi daerah. Pengisian jabatan Gubernur dan WakiltGube
ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUKdalah berkaitan dengan
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang GubernWrakin
Gubernur. Tidak hanya diatur dalam UUK DIY saja, akan tetapi terkait denganismeka
atau tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gdaerkakil
Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Wairiegyakarta Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Désratewa
Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, konsep ini hanya diterapkan di DIY dan
berbeda dengan daerah yang menyandang status otonomi lainnya lsehsgluensi dari
dimilikinya konsep keistimewaan tersebut. Dalam hal penyelenggaraan keaerdatam
urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayahd@ng-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan dakal
keberpihakan kepada rakyat.

Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Ala
sebagai Wakil Gubernur Provinsi DIY tidak bertentangan dengan pririegigpdemokrasi
menurut UUD 1945, karena dalam Pembukaan UUD 1945 para penyusun UUD 1945
sepakat untuk mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuabddagan
dan corak masyarakat Indonesia yakni demokrasi permusyawaratasaretekeluargaan
termasuk mengenai mekanisme yang ingin dipraktikkan, sepanjakgnmme tersebut
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dipandang demokratis, dalam arti tidak bertentangan dengan gagaswkraie
permusyawaratan serta tidak mengabaikan hakikat keistimewaat? DIY.

Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wadleri@ur, pada
dasarnya ada 4 (empat) tahapan yang wajib untuk dilalui oleh caloer@r dan Wakil
Gubernur sebelum sampai pada tahapan penefbplaap pertamayakni berkaitan dengan
persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Gubernur dan Wakil Guberngasebaa
yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUK Dr#ghapan keduayakni berkaitan dengan
tata cara pengajuan calon. Setelah persyaratan telah terpeakaitahap selanjutnya yang
harus dilalui untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah meleaaiau tata
cara pengajuan calon yang tertuang dalam Pasal 19 UUK DIY.

Selanjutnyatahapan ketigayakni berkaitan dengan verifikasi sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUK DIY. Tahapareyakhir adalah
tahapan keempayakni berkaitan dengan penetapan sebagaimana tertuang dala@4pPasa
Pasal 25, dan Pasal 26 UUK DtY Setelah penetapan tersebut, kemudian DPRD DIY
mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan gemgpsaetapan
Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan AdipatARm yang
bertahta sebagai Wakil Gubernur. Presiden mengesahkan penetapan GadoeM{akil
Gubernur berdasalkan usulan menteri ters&out.

Dari beberapa ketentuan terkait dengan mekanisme dalam pengbatan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, maka terlihat bahwa mekanisme pemgédatan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berbeda dengan daerah-daerah |aseibggaimana
yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentahgHer atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PerRPemgigdmnti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan & alikot
menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada). Dengan demikian, UUK DIY mianpex
specialis derogate legi generdlidari UU Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga UUK DIY mergegkan kedua
UU tersebut. Hal ini menunjukkan keistimewaan dari DIY.

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintaban Daeral (The Turning Point of
Local Autonomy), UB Press, Malang, 2011, hlm. ix.

MLihat ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

2Lihat ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

BPenafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (fx specialis) mengesampingkan
hukum yang bersifat umum (lex generalis).
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Substansi yang mengalami perbedaan paling signifikan adadatama bahwa
yang menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang bemtalaigas Sri
Sultan dan Adipati Paku AlanKedug dengan persyaratan yang menyatakan bahwa
Gubernur dan Wakil Gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidgprmnyamuat,
antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istrindlanraaka terlihat
bahwa hanya laki-laki saja yang dapat menduduki posisi Gubernur dah GVdldrnur.
Ketiga, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh dengan mekanisme
penetapan bukan pemilihan. Sehingga, masyarakat Yogyakarta tidak ikutdalaai
menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Melalui mekanisme penetapan yang demikian, pada dasarnya tidakti be
meninggalkan asas demokrasi. Hal ini dikarenakan makna “demoKrditkik hanya
dimaknai secara sempit sebagaimana pemilihan langsung yahigatkaan seluruh
masyarakat Indonesia, melainkan demokrasi yang dimaksud adalah temtigjliartinya
sesuai dengan kebutuhan yang kemudian dilegitimasikan ke dalanmgiratau dalam
hal ini diatur lebih spesifik dalam undang-undang. Dengan tidak teryatamakna
“demokratis” tersebut berarti dalam praktiknya dapat mengakomodalasdgentuk
kebutuhan yang ada dengan cara menggunakan mekanisme lain di ludrgoekapala
daerah secara langsung oleh rakyat. Karena sejatinya,tiensébuah negara diciptakan
harus mampu menjawab segala kebutuhan yang ada atau yang dikegeah loéng
constitution

Implikas Yuridis Sabdatama dan Sabdar aja terhadap UU Kestimewaan DI'Y

Problematika terkait dengan status keistimewaan yang disapntan@®IY hingga
saat ini masih belum tuntas. Banyak hal yang diperdebatkan tddcaghn aspek-aspek
yang dikategorikan sebagai suatu hal yang istimewa di Dieh ssatunya adalah terkait
dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang GisveWakil
Gubernur.

Pada Maret 2015, muncul pemberitaan baik melalui media cetak maupglism me
elektronik bahwa Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabdatama yang&edua

HPutusan MK Nomor 072-073/PUU-11/2004 pengujian terhadap tafsir Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 yang mengatur bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Melalui putusan
MK tersebut, MK menyatakan bahwa makna dari “demokratis” itu adalah dapat dilaksanakan melalui mekanisme
pemilihan langsung dan tidak langsung. Makna demokratis merupakan gpen legal policy (kebijakan terbuka) bagi
pembentuk UU. Kalau UU Keistimewaan yang dibuat oleh pembentuk UU itu ditentukan bahwa pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara penetapan, maka makna demokratis bagi masyarakat
Yogyakarta melalui mekanisme penetapan tersebut.
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6 Maret 2015 yang sebelumnya telah dikeluarkan pada 10 Mei 2012. Kenpata 1 Mei
dan 5 Mei 2015 Sultan Hamengku Buwono X kembali mengeluarkan sabdanya namun
istilahnya berbeda dengan Sabdatama yakni Sabdaraja dan DaawBlaik Sabdatama,

Sabd

araja, maupun Dhawuhraja pada intinya merupakan perkataarnkrggnigaditujukan

ke internal keraton maupun pihak yang berada di eksternal keraton.

Isi dari Sabdatama pertama yang dikeluarkan pada tanggali ZDVepada intinya

berkaitan dengan diundangkannya UUK DIY yang menyatakan b&hwa:

Sebagai Raja Mataram Sultan menyatakan:

Bahwa Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah dwi tunggal.

Mataram merupakan Negeri Merdeka dan memiliki tata hukum danggéaa sendiri.
Seperti yang dikhendaki dan diizinkan, Mataram melingkungi Nusantara, rkkaega
negara, tetapi menggunakan aturan dan tata negara sendiri.

Sedang Sultan dan Paku Alam yang jumeneng ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Yogyakarta, Tanggal 10 Mei 2012

Hamengku Buwono X

Sedangkan Sabdatama kedua yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2015

menyatakan bahw#:

Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Yyahg
Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku membeaihperint

1.
2.

Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).

Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalannMatara

Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan penaemytz

Yang bisa memutuskan hanya Raja.

. Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti pelRatahyang
memberikan jabatan.

. Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengarakdhm, di
yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa yhperca
Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, ragat) asal-usulnya.
Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu.

. Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuam beitu
dianugerahi kewenangan kerajaan. Yang diberi wewenang sudah diturgyk. Ja
tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takiutani/
terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan.

. Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa sajae njaai
tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang-undang.

. Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa.

Bhttp:/ /ktjogja.com/read/251505/inilah-sabdatama-sultan-pada-10-mei-2012.kr  diakses pada 20

Desember 2015.

16http:/ /www.kemendagri.go.id/news/2015/03/06/sultan-hb-x-keluatkan-sabdatama diakses pada 20

Desember 2015.
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8. Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya
sabdatama.
Itu perintah semua yang perlu dimengerti dan dipegang.

Kemudian isi dari Sabdaraja yang dikeluarkan pada tanggal 2088; menyatakan
bahwal’

Gusti Allah Yang Maha Agung dan Pencipta, mengertilah kaliamaemak-anakku,
adik-adikku, keluargaku dan abdiku. Menerima pesan perintah Gusti Allah dan ayahku
serta leluhurku Mataram. Mulai saat ini saya saya menegpgnatah kebahagiaan
perintah Gusti Allah bahwa namaku menjadi Ngarsa Dalem Sampeyam Dhgkang
Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning
Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langganggeng Ing Tata
Panatagama. Sabdaraja ini perlu dimengerti, dipatuhi dan dilaksanadankidh
sabdaku.

Selanjutnya isi dari Dhawuhraja yang dikeluarkan pada tanggale5 2815,
menyatakan bahw#:

Saudara semua, saksikanlah saya Ngarsa Dalem Sampeyan Dgitamgl Sinuwun

Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh SuryaningaMata
Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgefgiadganatagama
diperintahkan untuk menetapkan putriku Gusti Kanjeng Ratu Pambayun kagetepak
Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing
Mataram. Mengetahuilah, begitulah perintah saya.

Dari isi Sabdatama, Sabdaraja, maupun Dhawuhraja di atas, mdlebadapa poin
penting yang dapat dikaji terkait dengan poin perubahannya, yakninlS&uwilatama: Poin
nomor 6 dan 8. Permasalahan Sabdatama bukan soal materinyieb#tapiempersoalkan
kekuatan hukum Sabdatama dalam negara. 2. Poin Sabdaraja: Penggantianltaama
Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkung Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Senopati Ing
Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifaatuditgu yang disebut Sri Sultan
Hamengku BuwonoPermasalahannya terletak pada materinya karena mengubgdngpa
ditentukan oleh UUK DIY. 3. Poin Dhawuhraja: yang menjadi poin pernfasaiya
adalah nama Sultan dan penetapan anaknya sebagai penerus. Hid telagh melawan
UUK DIY.

Ketiga poin di atas erat kaitannya dengan isi atau matetamyang ada di dalam
UUK DIY. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya pro dan komatng terjadi di

http:/ /news liputan6.com/read /2228868 /ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-rajarp=1  diakses pada 20
Desember 2015.

Bhttp:/ /news liputan6.com/read /2228868 /ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-rajarp=1  diakses pada 20
Desember 2015.
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kalangan masyarakat YogyakattdBahkan dari keluarga keraton pun yakni 15 (lima belas)
adik Raja Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Staistiamengku Buwono

X membuat surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Rdpdbliesia sebagai
bentuk ketidaksetujuan dari mereka terhadap pernyataan Sultan Han@umgono X
tersebut?

Pro dan kontra yang terjadi juga dapat dilihat dari pemberita@inyhag ada di
media massa, media cetak, bahkan bentuk penolakan yang dilakukan ojemakeds
dituangkan di spanduk-spanduk yang dipasang di pinggir-pinggir jalan Kota Yogyakart

Menurut analisis peneliti, ada beberapa isi dari Sabdatama, Sabddaa
Dhawuhraja dapat dikatakan tidak tepat bahkan bertentangan dengaBI¥U8ehingga
hal tersebut menimbulkan polemik di masyaralkdrtama dari isi Sabdatama yang
menyatakan bahwa: “Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang
Keistimewaan, dasarnya Sabdatama dan Sabdatama ini dimuncuii&gaisejukan untuk
membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negdrexldiau seperti undang-
undang”. Pertanyaannya adalah apakah Sabdatama dapat dijadikan dasareunbah
UUK DIY?

Kedug perubahan namdgarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkung Sinuwun Kanjeng
Sultan Hamengku Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama
Khalifatullah atau yang disebut Sri Sultan Hamengku Buwono. Ada beberapa poin
perubahan nama tersebut melalui Sabdaraja dan Dhawémhtajéatakanjengdihilangkan
dan diganti dengan ka&ri. 2. KataBuwonodihilangkan dan diganti dengan k&awono.

3. Katalngkang Jumeneng Kaping Sedatihilangkan dan diganti dengan kategkang
Jumeneng Kaping Kasepuluh. Ada penambahan kauryaning Mataram5. Kata
Khalifatullah dihilangkan dan diganti dengan ka&nggeng Ing Panatagama

Ketiga perubahan nama Sultan dan penetapan anaknya sebagai penerus tahta
keraton. isu politik yang muncul adalah dengan adanya perubahananaefaut, Sri Sultan
Hamengku Buwono ingin mempersiapkan penerus tahta atau posisingh loagkungan
keraton maupun lingkungan pemerintahan kepada anak perempuannya. Hal inaéiéare

Yhttp:/ /nasional.tempo.co/read/news/2015/05/07 /058664258 / hati-ini-adik-sultan-penolak-sabda-raja-
tunggu-masukan diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

20Hasil wawancara peneliti dengan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat sebagai adik dari Sultan
Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Provinsi DIY pada tanggal 14 Januari 2016.

Zhttp:/ /sorotjogja.com/penolakan-bertebaran-sejumlah/ diakses pada 26 Desember 2015.

2“Implikasi Sabdaraja dan Dhawuhraja terhadap UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY”,
disampaikan oleh Ni’'matul Huda dalam acara Pengajian dan Buka Bersama dengan Tema “Membaca Masa Depan
Keistimewaan DIY di Tengah-tengah Arus Demokratisasi” yang diselenggarakan oleh LBH KAHMI DIY,
Yogyakarta, Selasa, 27 Juni 2015.
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Sri Sultan tidak mempunyai keturunan laki-laki maka dengan merulnaé axaggapannya
dapat mengakomodir keinginan dari Gubernur DIY tersebut. Hal ini jelals melawan
UUK DIY.

Secara yuridis, tentu perubahan nama tersebut membawa implikasidie bagi
UUK DIY. Implikasi tersebut telah membawa perubahan terhadap B0yRexg) ada dalam
UUK DIY. Namun, perlu dipertanyakan kembali apakah melalui Salzddsaj Dhawuhraja
tersebut mampu untuk merubah UUK DIY?

Selain itu, keinginan Sultan Hamengku Buwono X untuk menurunkan tahtanya
kepada anak perempuannya melalui Sabdaraja dan Dhawuhraja knséglaai dengan
UUK DIY. Hal ini dikarenakan, di dalam UUK DIY tepatnya di dal&asal 18 ayat (1)
huruf m yang berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi Calon Gudenr©alon Wakil
Gubernur wajib untuk menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antaravégjatri
pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata “istrPakzal 18 ayat (1)
huruf m tersebut dapat dimaknai bahwa yang dapat menjadi CalonnGublan Calon
Wakil Gubernur hanyalah seorang pria atau laki-laki. Oleh karena itu, dengan isiagmbda
dan Dhawuhraja yang kontradiksi dengan UUK DIY maka terlihat sebbgntuk
inkonsistensi Sultan terhadap Sabdatama pertama yakni keinginan Sultamantbentuk
UUK DIY.

Substansi yang terkait dengan Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuldalanye
bisa dipersoalkan melalui tinjauan peraturan perundang-undangan dan tinjauzar s
hukum tata negara. Hasil tinjauan dari peneliti adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Di satu sisi, isi Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja, diamigfapertentangan
dengan teori peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan hipesdturan
perundang-undangan terdiri d&ti:l. UUD NRI Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR; 3.
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; 4. Peraturan PemerinRéraburan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kaitannya dengan norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan aeoriny
mengenai jenjang norma hukurmstyfenttheoriy yang menyatakan bahwa norma-norma
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunanadi m
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar padgamgnebih

ZLihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3).
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tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarnoae yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yakgd@pat ditelusuri lebih
lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma daSaudnorm).?* Norma dasar yang
merupakan norma tertinggi dalam sistem norma perundang-undangan t&csdblagi
dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi Bgi.

Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh saah s
muridnya, yakni Hans Nawiasky. Di dalam bukunya berjédiglemeine Rechtslehrdans
Nawiasky menyatakan bahwa suatu norma hukum di negara maupursadjdakelalu
berlapas dan berjenjang, di mana norma yang dibawah dan mengacu paddiatasnga,
sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada yammdebih tinggi
lagi, tetapi juga norma hukum itu berkelompok-kelomf@fokelompok norma hukum itu,
ialah (i) norma hukum fundamental negastétsfundamentalnonm(ii)aturan dasar atau
aturan pokok negarat@atsgrundgesetz(iii) undang-undang formafdrmellgesetg dan
(iv) aturan pelaksana dan aturan otoneerg¢rdnung und autonomesatzyigDalam hal
tata susunan atau hierarki sistem norma, norma yang lebih tnoggig dasayitu menjadi
tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya sehingga apabila normadeesabah,
menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawaiinya.

Oleh karena itu, untuk melihat apakah dapat Sabdatama, Sabdar&aadarhraja
yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X dapat menjadi dasar hgerubaK
DIY maka dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan gardj endonesia.
Ketika di dalam hierarki tersebut tidak memuat adanya Sa@dat Sabdaraja, dan
Dhawuhraja dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka hal demigadi
persoalan baru karena Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja tideukedalam salah
satu bentuk peraturan yang dimuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) UU tentang Pembentukan RarBenundang-
Undangan (P3) menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Udidligg bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Pernyataan dari Pasal 9 hyatl{ P3 tersebut
secara tersirat menunjukkan bahwa, suatu Undang-Undang dapat dilakukarhaeruba

karena telah bertentangan atau tidak sesuai dengan perkembangatilietyeerdasarkan

24Hans Kelsen “Allgemeine Theorie der Normen, Wien: Manzsche Verlag & Universitatsbuchhandlung”
dalam Soimin, Pembentukan Peraturan Pernndang-Undangan Negara di Indonesia”, UlI Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

2]bid.

26Sumali “Reduksi Kekuasaan Eksekutif: Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)”
dalam Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ..,Op. Cit., hlm. 40.

211bid.

BSoimin, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. . .,Op. Cit., hlm. 40.
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pada UUD NRI Tahun 1945. Dari pernyataan yang demikian, maka akhul tgatu
pertanyaan yang mendasar yakni bagaimana dengan isi Sabdatamaaj&alutdan
Dhawuhraja yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X? Apakah Sabdatama
tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UUD NRI Tahun ébB#gga

dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan UUK DIY?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipséeara
jelas makna dari Sabdatama. Secara m&8amalatamadalah pernyataan raja atas sebuah
kebijakan yang harus disampaikan kepada rakySabdatama yang dimaksud dalam
tulisan ini ditujukan kepada kalangan internal dan eksternal keraton. Sedssgdaraja
dan Dhawuhraja adalah perkataan raja yang disampaikan kepgaimyak Sabdaraja yang
dimaksud dalam tulisan ini ditujukan kepada kalangan internal kefdtmara definisi
Sabdatama dan Sabdaraja sebenarnya sama saja, akan tetapi $erheddonetik atau
pengucapannya serta tujuaniy&ecara yuridis, Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja
tidak dikenal di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketigla isrsebut hanya
digunakan di lingkungan keraton saja. Artinya, Sabdatama, Sadddesy Dhawuhraja
hanya memiliki legitimasi dilingkungan keraton, namun tidak memilgitimasi di
lingkungan pemerintahan.

Ketika, Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dalam Sabdanya bahkea keti
ingin melakukan perubahan terhadap UUK DIY didasarkan pada Sabdatame rddéah
nama Sultan yang terdapat dalam UUK DIY melalui Sabdarajdtiawuhrajanya, maka
menurut peneliti pernyataan tersebut tidaklah tepat. Karena padanydgsSabdatama,
Sabdaraja, dan Dhawuhraja tidak diakui dimata hukum Indonesia, atiii@ka dapat
dijadikan acuan atau dasar untuk melakukan perubahan UUK DIY.

Produk hukum yang berbentuk Undang-Undang merupakan bentuk hukum
peraturan yang paling tinggi statusnya di bawah UUD NRI 1945 ddalain UU P3 pun
sudah secara jelas menguraikan terkait dengan hierarki pergemamdang-undangan.
Sehingga sekali lagi peneliti menegaskan bahwa Sabdatama, Sabdanaphawuhraja
tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebaaaiiin@aksud
dalam UU P3.

Dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yainglighparkan di
atas, terlihat bahwa sama sekali tidak mengatur terkait ded@jadatama, Sabdaraja, dan

2http:/ /brainly.co.id/tugas/1035580 diakses pada 9 Juni 2015

Ohttp:/ /kbbi.web.id/ diakses pada 9 Juni 2015

3http:/ /bayudardias.staff.ugm.ac.id/2015/05/06/sabdatama-sabdaraja-sultan hamengkubuwono-x/
diakses pada 18 Januari 2016.
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Dhawuhraja. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Sabd&alaraja, dan
Dhawuhraja bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga tidakat#gandij
dasar untuk mengajukan perubahan terhadap UUK DIY.

Ditinjau dari Perspektif Sumber Hukum Tata Negara

Ketiga istilah yaitu Sabdatama, Sabdaraja dan Dhawuhraja dgpatahlkan
melalui tinjauan sumber hukum tata negara. Dalam sumber HTNo&trsiamber hukum
formal dan materiil. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa Sadd&tbdaraja dan
Dhawuhraja tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum formal dan materiil.

Pada dasarnya hukum tata negara mengenal adanya sumber hukunagtat.
Sumber hukum inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan-atugdaaitannya
dengan ketatanegaraan. Secara teori bahwa ada 2 sumber hukum tatayakgiaBumber
hukum formal dan materitf

Salah satu sumber hukum formal adalah hukum adat ketatanegaraan. Hialkum a
ketatanegaraan menunjuk kepada suatu bagian dari pada hukum golongankyaiibagi
orang-orang Indonesia asli yang mengatur mengenai tatanagkyteemn-persekutuan
hukum beserta alat-alat kekuasaannya, baik dalam segi yasgrsapun dalam seginya
yang dinamis? Dalam sistem hukum nasional, persoalan-persoalan yang menjadi tugas
Hukum Adat Tata Negara dapat ditinjau dari asas-asas gotamygrdyngsi sosial manusia
dan milik dalam masyarakat hukum, susunan dari pada masyarakatakasyakum,
soal-soal yang berkenan dengan sifat pemimpin dari kepala-kepala dan sistem
pengangkatan atau pemilihannya, tugas kepala adat, bentuk pemerintainaasgarakat
hukum serta suasana dari masyarakat hukum.

Secara teori yang dimaksud dengan adat ketatanegaraan adalahdaagmukum
adat yaitu hukum tidak tertulis yang bersumber dari adat istiatleditau putusan penguasa
adat® Sejak kemerdekaan telah terjadi perubahan-perubahan mengetidi sesunan,
dan isi organisasi negara yang diatur dalam bermacam-mpeasturan perundang-
undangari® Hukum adat ketatanegaraan semakin berkurang peranannya. Walaupun dala
beberapa hal masih tampak pada penyelenggaraan pemerintshaegerti rembung desa
(musyawarah desa), hukum adat tata negara berangsur-angsur adiganthukum

%Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 32.

3Moh Koesnoe “Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini” dalam Muhammad Athar Hasimin,
“Pengaruh Nilai-nilai Tasawuf dalam Tata Negara Adat (Studi Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton)”,
Fakultas Hukum, UII, 2009, him. 43.

34 bid.

¥Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 37.

361 bid.
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perundang-undangan dan konvensi. Contoh dari hukum tata negara adat ysagdiaeira
zaman dahulu adalah: ketentuan-ketentuan mengenai swapraja (keduduké&miRya,
pemerintahannya, organisasi jabatan-jabatan yang ada didaladiaryasebagainya),
mengenai-mengenai persekutuan—persekutuan hukum kenegaraan asli lasenyleuftse
gampong, dan sebagainya), dan mengenai peradilan &QaAmabila Sabdatama,
Sabdaraja, dan Dhawuhraja dikatakan sebagai sumber hukum formkétadabhegaraan
maka tidaklah tepat karena hingga saat ini Sabdatama, Sabdardphateurhraja belum
sepenuhnya diakui baik dari kalangan internal maupun eksternal k&raton.

Selain itu, jika dikatakan hukum adat biasapun tidak tepat karena m&mautk
Hurgronje menyatakan bahwa hukum adat diartikan sebagai kebiasaamdebjang
merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan oleh masyarakat &@aega aturan-
aturan yang mengandung akibat-akibat huRBidata “kesepakatan” dan “dilaksanakan
oleh masyarakat” menunjukkan bahwa Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawidaiaja
termasuk dalam hukum adat. Karena sekali lagi dikatakan bahwa Sahd&abdaraja,
dan Dhawuhraja bukan hasil kesepakatan tetapi salah satu bentaktketessepihak yang
dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X dan hingga saat ini belum sepanuhn
dilaksanakan baik dari kalangan internal maupun eksternal keraton.

Adapun yang dimaksud dengan konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan
ketatanegaraan adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraarakakgrdiberulang
kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik penyelenggaragara, walaupun ia
bukan hukunt® K.C Wheare menyatakan bahwa, konvensi terbentuk dengan 2 (dua) cara,
yakni#! 1. Suatu praktik tertentu berjalan untuk jangka waktu yang lama. filulka-
bersifat persuasif, kemudian diterima sebagai suatu hal yaitg(kewajiban). 2. Konvensi
terjadi melalui kesepakatan diantara rakyat. Mereka sepslaksanakan sesuatu dengan
cara-cara tertentu, dan sekaligus menetapkan ketentuan mengeracarear
pelaksanaannya.

Lebih lanjut lagi bahwa, A.V Dicey mengemukakan konvensi ketatanegzatakah

bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti, deati dialam

¥Bagir Manan “Konvensi Ketatanegaraan”, Usep Ranawijaja “ Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya”
dalam Ni’matul Huda, Hukwum Tata...,Op.Cit., hlm. 34.

%Hasil wawancara peneliti dengan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat sebagai adik dari Sultan
Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Provinsi DIY pada tanggal 14 Januari 2016.

¥Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.
109.

#“Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988,
hlm. 51.

HK.C Where “Modern Constitutions” dalam Bagir Manan, Konvensi...,Op. Cit., hlm. 61.
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praktik penyelenggaraan negéaf&ari definisi konvensi ketatanegaraan yang dikemukakan
oleh 2 (dua) tokoh maka apabila dikatakan Sabdatama, Sabdaraja dan Rieaselagai
konvensi ketatanegaraan juga tidak tepat. Jika dilihat dari unsuragaébg-ulang” kali
memang benar bahwa Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja dikehlatk&ultan
Hamengku Buwono X tidak hanya satu kali saja tetapi lebih darikedt Namun, jika
dilihat dari unsur “diterima dan ditaati dalam penyelengganagara”’ maka tidaklah tepat.
Hal ini dikarenakan dengan diterbitkannya Sabdatama, Sabdaraja danHpégavbanyak
menimbulkan polemik-polemik di masyarakat. Bahkan keluarga keraton ratwmai
keraton sendiri pun banyak yang melakukan pertentangan terhadap aatadessebut.
Hingga saat ini khusus untuk Sabdatama 2, Sabdaraja 1 dan 2 serta Rieayeamy ada
saat ini belum diberlakukan di sistem pemerintahan DIY. Oleh katendapat ditarik
kesimpulan bahwa Sabdtama, Sabdaraja dan Dhawuhraja yang mengadamg tent
pemerintahan ini tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum forreabkadalam
perkembangannya Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja belum sepemkhniardna
subtansinya bertentangan baik dengan UUD NRI 1945 maupun UU Keistimewaan.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber hukum materiil adalah bahdarirgumber
hukum materiil yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Menur
peneliti, jika dikaitkan dengan Sabdatama, Sabdaraja dan Dhawuhraja,sejakaya
aturan-aturan tersebut sampai saat ini belum memiliki penganhddap UUK DIY. Sebab
kembali lagi dikatakan bahwa Sabdatama, Sabdaraja dan Dhawbélaja sepenuhnya
diakui oleh masyarakat maupun pemerintahan DIY itu sendiri. Sehirgga tiemiliki
pengaruh apapun terhadap UUK DIY dan tidak termasuk sebagai sumber hutariih. ma
Dengan demikian, dari analisis peneliti di atas maka Sabda®&aidaraja dan Dhawuhraja
tidak termasuk dalam sumber hukum tata negara, baik sumber hukum fommpinma
materiil karena belum sepenuhnya diakui dan tidak memberikan im@jasun terhadap
pembentukan hukum khususnya dalam UUK DIY.

Pertentangan yang dinyatakan oleh 15 Adik Sultan Hamengku Buwaimak
hanya terkait dengan isi Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja yantahgen dengan
UUK DIY, akan tetapi yang terpenting bagi mereka bahwa isi gdod&ama, Sabdaraja,
dan Dhawuhraja juga bertentangan dengaugeran (aturan tertinggi keraton yang
merupakan peninggalan dari nenek moyang). Terkait dempgageran itu sendiri,
sebenarnya juga telah dikatakan di dalam Pasal 43 huruf a UYko&Hwa “Gubernur
selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubeakur Aelipati

42 Ibid., hlm. 60
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Paku Alam yang bertakhta berdasarkan undang-undang ini bertugagkukaala
penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dipatdfd.
Istilah “penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan KadipaterKrdinsebagai
paugeran Akan tetapi dengan adanya Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhedgjat ters
mengindikasikan bahwa Sultan Hamengku Buwono X telah melanggar UUK DIY.

Menurut peneliti, dengan dikeluarkannya Sabdatama, Sabdaraja dan Dhawuhra
oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam posisinya sebagai Sultan Keraton Majestg
bukan sebagai kepala pemerintahan di Yogyakarta. Artinya, di sini sedafusnya Sultan
Hamengku Buwono X dapat memisahkan posisinya baik sebagai Kepadaiftahan atau
sebagai Kepala Keraton. Ketika Sultan Hamengku Buwono X benar-begar
mengesahkan Sabdaraja dan Dhawuhraja tersebut, maka Sultan Hamengku \Bajptono
mengajukan perubahan terhadap UUK DIY sesuai dengan prosedur yang berlaku dan
bersedia menerima berbagai konsekuensi logis ketika UUK DIY mengalami ipgnuba

Konteks keistimewaan yang dimiliki oleh DIY bukan berarti DIY nilgirhak yang
sebebas-bebasnya untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Keistimewgatnysiki
oleh DIY haruslah tetap berada dalam bingkai negara kesatuan. Kuinsemi daerah
dan keistimewaan yang dipraktikkan selama ini haruslah tetap lokiada bingkai NKRI.

Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas menyatakanabdNegara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yarg kleusifis atau
bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Ini atistatus keistimewaan
DIY memang diakui di mata konstitusi Indonesia, akan tetapi statssmewaan tersebut
harus memiliki payung hukum yakni Undang-Undang. Sehingga, segala sgaungtu
dilakukan maupun yang diatur di DIY itu haruslah berdasarkan pada UU.aHsagg) ini,

UU yang mengaturnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistaneldaerah
Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, kaitannya dengan $&ahda Sabdaraja dan
Dhawuhraja ini tidak diatur di dalam UUK DIY. Sehingga tidak dapgbaseerta ketika
Sabdatama, Sadaraja dan Dhawuhraja tersebut dikeluarkan oleh Suftamgka Buwono
X secara otomatis berlaku.

Apabila Sultan Hamengku Buwono X ingin mengesahkan isi dari Sabalatam
Sabdaraja dan Dhawuhraja tersebut, maka Sultan harus mengajukan perubdary U
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemibaatu peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknyarkanda
prosedur yang telah berlaku dan dengan suatu peraturan perundang-undargan ya
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sejenis® Pejabat yang dimaksud disini adalah DPR RI. Hal demikian dikeaan@PR
memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang maka DPR pula yandikmemi
kewenangan untuk melakukan perubahan. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD INRI 945
menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. Undang-undang itu selalu berisi segala sesuatu yang meayakgbijakan
kenegaraan untuk melaksanakan amanat undang-undang dasar di bidangebidang t
yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DewakilBerRakyat*

Oleh karena itu, ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) baBet&p rancangan undang-undang

itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersamd. Pada ayat (4)nya menentukarRrésiden mengesahkan rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-uridengduk undang-
undang ini merupakan bentuk hukum peraturan yang paling tinggi statdstogavah
Undang Undang Dasé4?.

Sabdaraja, Sabdatama, dan Dhawuhraja adalah titah Sultan sebagai rajartaogyaka
dan hanya mengikat untuk internal keraton saja. Tetapi, ketika isi Sddodaraja,
Sabdatama, dan Dhawuhraja tersebut mengatur terkait denganstemintahan, maka
Sabdaraja, Sabdatama, dan Dhawuhraja tidak dikenal dalam peraturalapgrundangan
maupun pengambilan keputusan pemerintahan serta Sabatama, Sabddbdjavdzhraja
bukan sebagai sumber hukum baik materil maupun formal. Jadi Sab8afzgatama, dan
Dhawuhraja tidak bisa diuji dalam perspektif hukum nasional, yang lesgkaji adalah
kalangan internal keraton itu sendiri. Oleh karena itu, Sabdarajadatma, dan
Dhawuhraja tidak berisi urusan pemerintahan. Sultan juga tidak bolejalaegunakan
Sabdaraja, Sabdatama dan Dhawuhraja untuk mengatur pemerintahara Kamurut
peneliti, dengan pernyataan Sultan yang demikian seolah-olah Sukaempatkan
Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja berada di atas UUK DINggtnal ini jelas
telah bertentangan dengan teori hierarki peraturan perundang-undaarggnada di
Indonesia. Kalau Sultan ingin mengatur pemerintahan, maka yankubedialah UUK DIY
dan Peraturan-Peraturan Daerah Keistimewaan DIY karena penga&gara terhadap
status keistimewaan Yogyakarta telah dirumuskan dalam UUDIERIN 1945 dan telah
diperjelas dalam UUK DIY.

“Maria Farida Indrati Soeprapto, Iiwmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius,
Yogyakarta, 1998, him. 169.

“imly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 165.

S1bid.
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Penutup

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat ditarik kesimmébagai berikut:
Pertama Sabdatama dan Sabdaraja yang diterbitkan oleh Sultan Hamengku BXiwono
pada dasarnya telah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentainget{@isn
DIY. Diterbitkannya Sabdatama dan Sabdaraja sebagai bentuk inkosisistersikap Sri
Sultan Hamengku Buwono X terhadap keinginan beliau ketika dahulu meagajuk
pembentukan RUUK DIY kepada Pemerintah untuk status EiBdug Sabdatama dan
Sabdaraja bukan merupakan sumber hukum tata negara, baik formal maupuih mater
Karena isi dari Sabdatama dan Sabdaraja tersebut hingga saat ini belouansgpeliakui
oleh Pemerintah DIY dan masyarakat Yogyakarta sehingga ticakiliki legitimasi
apapun dalam mengatur pemerintahan Yogyakarta. Sabdatama damj@diaigra berlaku
internal keraton Yogyakarta. Dengan demikian, apabila masyaval@gyakarta belum
dapat menerima isi dari Sabdatama dan Sabdaraja maka tgak dijadikan sumber
hukum untuk merevisi UUK.

Untuk itu, maka Sri Sultan HB X harus meminta pendapat rakyaabhpakyat
Yogyakarta menghendaki perubahan UUK seperti isi dari Sabdatam&abdaraja atau
tetap seperti apa yang sekarang sudah ditentukan dalam UUKmegiaan yang dimiliki
oleh DIY bukannya tanpa batasan-batasan konstitusional apalagidit@myakan oleh satu
orang, tetapi pemerintahan demokratis menghendaki dukungan masyatakainenjaga
dan menegakkannya agar tidak keluar dari koridor UUD NRI Tahun 1945 khasiedayn
Pasal 18B ayat (1).
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